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TRANSLITERASI 

 

 Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiyah ini adalah 

pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), Bukan 

terjemahan bahas Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Konsonan : 

 dh ض ’ ء

 th ط b ب

 dhz ظ t ت

 ، ع ts ث

 gh غ j ج

 f ف h ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l ل dz ذ

 m م r ر

 n ن z ز

 w و s س

� sy ش h 

 y ي sh ص
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Vokal Panjang  Vokal Pendek 

 ậ  َ  (fathah) a ا

 û  ِ  (kasrah) i و

 Ǐ  ُ  (dhommah) u ي

 

Contoh Vokal Panjang :  

Misalnya bacaan ل�A dalam tulisan latin menjadi qậla 

Misalnya bacaan  دون  dalam tulisan latin menjadi dûna 

Misalnya bacaan ��A dalam tulisan latin menjadi qĬla 

 

Vokal Ganda Diftong 

 Aw أوْ yy يّ

 Ay أيْ ww وّ

 

Contoh Diftong : Misalnya bacaan لFA dalam tulisan latin menjadi qawlun 

        Misalnya bacaan !�G dalam tulisan latin menjadi khayrun 

 

Ta’ marbûthah (  (ة

 “ Ta’ marbûthah” ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-

tengah kalimat, akan tetapi apabila “ta’ marbûthah” tersebut terdapat di akhir 

kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”,  

Contoh : Bacaan Iر�J�� I���!ا� maka di dalam penulisan latinnya menjadi al-

risalat al-mudarrisah 
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ABSTRAK 

Rokhma, Siti, 2010, NIM : 06210034, Pandangan Hakim Pengadilan Agama 
Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal 
Dunia, Skripsi jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  

Dosen Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M. A 
Kata Kunci : Pandangan Hakim, Itsbat Nikah  

 Itsbat nikah merupakan suatu metode yang digunakan oleh pengadilan 
dalam hal menetapkan sahnya suatu perkawinan. Adapun perkawinan yang 
diitsbatkan tersebut adalah sebuah perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan 
rukunnya akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Itsbat nikah 
merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi 
suami maupun istri agar terhindar dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan 
yang tidak tercatat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan 
hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah orang yang telah 
meninggal dunia, dan apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan  
perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkan fakta sosial. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 
adalah dengan pengamatan (Observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. 
Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan sumber data 
primer, sekunder dan Tersier. Untuk memperoleh data yang sah peneliti 
menggunakan triangulasi yakni triangulasi dengan sumber dan trianggulasi 
dengan metode. Sedang didalam pengolahan analisis data, peneliti menggunakan 
edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian skripsi ini yaitu 
mengenai pandangan hakim terhadap itsbat nikah orang yang telah meninggal 
dunia adalah perkara itsbat tersebut dapat diproses asalkan pemohon harus dapat 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. 
Adapun menurut hakim persyaratan yang dimaksud adalah menyerahkan foto 
copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang yang akan diitsbatkan 
perkawinannya, menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK), dan juga 
menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa 
orang yang akan diitsbatkan perkawinanya adalah benar-benar pasangan suami 
istri, selain itu hakim juga mengatakan syarat pengajuan itsbat nikah bagi orang 
yang meninggal dunia pemohon harus mengetahui siapa wali dan siapa saja saksi-
saksi yang menikahkan orang yang akan diitsatkan perkawinannya tersebut. 
Adapun mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus 
perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan 
dasar hukum yang digunakan pada perkara itsbat nikah pada orang yang masih 
hidup atau perkara-perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama. 
Adapun bentuk dasar hukum yang digunakan adalah sumber hukum formil yang 
berupa UU dan Sumber hukum materil yang berupa dalil-dalil. 



ABSTRACT 
 

Rokhmah, Siti, 2010, NIM: 06210034, View Bangil Against Religious Court Judge 
Confirmation Of Marriage In The Dead, Al-ahwal majors Thesis As-
Sakhshiyyah Faculty of Sharia Islamic State University of Malang Maulana 
Malik Ibrahim, 

Supervisor: Dr. H. Tamrin Dahlan, M. A 

Keywords: Judge's view, confirmation of Marriage 
 

Confirmation of wedlock is a method used by courts in terms of set validity of a 
marriage. The marriage is in the confirmation it was a marriage that has fulfilled its 
requirements and get along but not yet recorded in the Office of Religious Affairs 
(KUA). Confirmation of wedlock is a very important thing related to legal certainty for 
husband and wife to avoid the legal consequences arising from the marriage who are not 
registered. 

The formulation of the problem in this research is how the views of religious 
court judges Bangil against confirmation of marriage of people who had died, and what 
the legal basis used by judges in deciding cases confirmation of marriage for people who 
have died.  

The type of research used in this research is sociological (empirical) research is 
based on social facts. The approach used is a qualitative approach to generating 
descriptive data. Data collection method used in this study include the observation 
(observation), interviews (interview) and documentation. To obtain the necessary data 
researchers used data sources of primary, secondary and tertiary. To obtain valid data 
that researchers use triangulation triangulation triangulation by sources and methods. 
Who's in the processing of data analysis, researchers using the editing, classification, 
verification, analysis, and conclusions. 

The conclusion that can be drawn from the findings of this thesis is about the 
judge's views on the confirmation of marriage of people who have died is a matter of 
confirmation can be processed provided that the applicant must be able to meet the 
requirements specified by the Religious Courts. The requirements according to the judge 
in question was handed a photo copy of Identity Card (KTP) belongs to someone who 
will be in confirmation marriage, submit a photo copy of Family Card (KK), and also 
submit a certificate from village chief whose contents explain that the person who will 
be in confirmation her marriage is really a married couple, except that the judge also 
said the filing requirements for confirmation of marriage of people who died applicant 
must find out who the guardians and anyone who witnesses who will marry her marriage 
was in confirmation. As for the legal basis used by judges in deciding upon confirmation 
of marriage for people who have died did not differ on the basis of case law used in the 
confirmation of marriage on people who are still alive or the case-other civil case 
handled by the Religious Court. The form the legal basis used is the source of formal 
law in the form of law and the legal source material in the form of the arguments. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan 

atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu 

pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi 

anggota dalam masyarakat yang besar.  

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. 

Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan membuahkan 

kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. 

Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan, karena 

sengaja untuk membujang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW pernah bersabda: 
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��� ����ا���ب �� ا����ع ���� ا��ءة �����وج � ���ج و�� � ���� وأ���$# أ"! 

�(م �'��& ����# %�ا ��  1 )روا/ %.�رى و�'��( $# # و*�ء 

"Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang dapat memenuhi kewajiban sebagai 
suami maka harus kawin, karena kawin itu mengurangi pandangan mata dan 
menjaga kehormatan, barang siapa belum mampu menikah maka berpuasalah, 
karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsu syahwat (kemaluan)" {HR. 
Bukhari & Muslim}2  
 

 Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasang-

pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain yang dipersatukan 

dalam sebuah ikatan perkawinan3. Allah berfirman didalam surah Ar-Rum ayat 21 

yang berbunyi : 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 4∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." 

 

Perkawinan merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam Agama Islam, sesuai 

dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi : 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 445   

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan". 
 

                                                           
1 Shohihul Bukhori, ”Takhrijul Hadits, "Kutubuttis’ah :  An-Nikah", No Hadits 4677 
2 Salim ahreisy & Abdullah Bahreisy, “Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam”, (Surabaya: 
Balai Buku, 1992), 488 
3 Abdul Rahman I. Doi, “Perkawinan Dalam Syar’at Islam”, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 1. 
4 Al-‘Aliyy, “ Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, (Bandung : CV. Diponegoro, 2000), 324 
5 Ibid, 282 
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Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam 

upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah 

seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Penghargaan 

Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan 

tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Anas bin Malik r.a berkata, 

Telah bersabda Rasulullah SAW : 

”Barang siapa menikah maka ia telah melengapi separuh Agamanya. Dan 
hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya 
lagi” (HR. Thabrani dan hakim). 

 
Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum 

dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak 

dengan pihak lainnya. 

Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak, dari mulai 

bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, cara peminangan, akad nikah 

hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi pendamping hidup. 

Namun ada hal yang terlewatkan dari berbagai aturan tersebut, salah satunya yaitu 

dalam proses akad nikah yang mana hal tersebut memiliki kedudukan sangat sentral 

dalam prosesi perkawinan akan tetapi tidak ada syarat jelas bahwa akad nikah 

tersebut harus dituliskan atau diaktekan, hampir di setiap transaki hukum Islam 

tidak menganjurkan untuk di diadakan pencatatan, namun hanya menggunakan 

saksi, tujuannya adalah agar saksi dapat menceritakan apa yang dilihat kepada 

orang-orang yang belum mengetahui sebuah peristiwa perkawinan tersebut, hal ini 

terjadi dikarenakan transaksi pada masa awal Islam dilakukan hanya pada satu 
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wilayah saja.6 Selain itu daya ingat orang dulu sangat tajam dan juga memiliki jiwa 

jujur yang tinggi. 

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan dinamika yang terus 

berkembang maka interaksi manusia semakin luas, dan banyak perubahan-

perubahan yang terjadi dan mengakibatkan adanya pergeseran kultur lisan kepada 

kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern,7 oleh karena itu dibutuhkan adanya 

pencatatan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti autentik. 

Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak lagi bisa diandalkan, tidak saja 

karena bisa hilang dengan sebab kematian akan tetapi manusia dapat juga 

mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti abadi yang 

disebut dengan akta, hal ini dimaksudkan karena tidak menutup kemungkinan bisa 

terjadi manipulasi status bila perkawinannya tidak dicatat atau tidak terdaftar. 

Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu8 : 

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 
 

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya 

adalah istbat nikah yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan 

bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu 9:  

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. 
 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (rechtsstaat) tidak 

berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat) yang berlandaskan pada falsafah 

Pancasila dan Undang-undang Dasar1945, secara subtantif semua hak-hak dan 

                                                           
6 http://id.koswara.wordpress.com/konsep-pernikahan-dalam-islam diakses pada tanggal 24 Maret 
2010 di AstiNet Jln. Kertosariro jam 10.00 WIB 
7 Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Cet. III; Jakarta : 
Kencana, 2006), 121 
8 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, 
(Jakarta: Depag RI., 2001), 8 
9 Ibid , KHI. 8 
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kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh UU, penegasan ini berarti bahwa 

negara dan termasuk anggota didalamnya seperti pemerintah dan lembaga yang lain 

dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanggung jawabkan.10  

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan 

membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara 

tegas dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash 

tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati 

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 59: 

$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

&& && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz 

ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? 11∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪   

  
”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 

Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa disamping mentaati Allah dan 

Rasulnya, kita juga diperintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh ulil 

amri (pemerintah). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib, hanya saja 

ketaatan itu terbatas pada peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada 

kemaksiatan. 

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jaminan keamanan dan 

ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka 

sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan 

                                                           
10 B. Johan Nasution, Hukum Perdata islam, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 7. 
11 Op. Cit. 69 
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sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum 

(recht staat) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian 

hukum.  

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan 

menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan 

yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum 

sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali 

belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.  

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila 

memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan. Kedua unsur tersebut, berfungsi 

secara kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, menurut Undang Undang 

Perkawinan, selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat petugas 

pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi kedua aturan itu, disebut legal wedding, 

dan jika sebaliknya disebut illegal wedding.12 

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait 

dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah 

menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka 

ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari 

perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi 

generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya 

pewarisan.13 

Didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
                                                           
12 Kamal Muchtar, “ Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 
58. 
13 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : Penerbit UI, 1974), 77 
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agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi 

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal  tersebut, guna 

mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan 

sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika 

terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta 

perlindungan secara konkrit kepada Negara, hal ini terjadi karena perkawinan yang 

bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara, akibatnya 

adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan 

bagi Negara dianggap tidak pernah ada. 

Adapun siapa-siapa yang boleh mengajukan istbat nikah telah tercantum 

dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni14 : 

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau 
istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan itu”. 
 

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan 

Agama Bangil tepatnya di daerah jalan Raya Raci Bangil banyak sekali pengajuan 

itsbat nikah, hal ini sesuai dengan data yang ada di laporan tahunan 2009 tentang 

permohonan itsbat nikah yang diterima ada 20 perkara dan perkara itsbat yang 

diputus 19 perkara. 

Dari sekian banyak perkara itsbat nikah yang masuk ke buku register 

Pengadilan Agama Bangil, terdapat satu perkara yang menurut penulis menarik dan 

layak untuk di angkat menjadi bahan penelitian yaitu perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah lama meninggal 

dunia, yang mana pemohon yakni bapak Abdurrochim dalam mendaftarkan itsbat 

                                                           
14 Op. Cit. KHI, 8 



 8

nikah kedua orang tuanya tersebut beliau tidak mengetahui kapan orang tuanya 

menikah, siapa wali nikahnya berapa besar mas kawinnya, dan siapa saja saksi-

saksinya dan permohonan istbat nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama 

Bangil dengan register nomor 1019/Pdt.G/ 2009/Pengadilan Agama Bangil. 

Berdasarkan latar belakang ini peneliti mengangkat menjadi proposal skripsi dengan 

judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah 

Orang Yang Telah Meninggal Dunia. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan permasalahan-permasalahan 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diselesaikan oleh penulis dalam 

sebuah penelitian. Ada beberapa rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu: 

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat 

nikah pada orang yang telah meninggal dunia? 

2. Apa sumber hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan  perkara 

itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang 

ingin dicapai dalam sebuah penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan 

diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat 

nikah pada orang yang telah meninggal dunia. 

2. Mengetahui sumber hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan  

perkara itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Teoritis 

a. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah pengetahuan 

dalam mengembangkan ilmu-ilmu hokum Islam khususnya yang 

terkait dengan masalah Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah 

Meninggal Dunia. 

b. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru mengenai 

metode penetapan hakim. 

c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya dimasa 

yang akan datang. 

2. Praktis 

a. Untuk menambah wawasan tentang masalah Itsbat Nikah Pada Orang 

Yang Telah Meninggal Dunia; 

b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih 

memahami arti pentingnya mendaftarkan perkawinan.  

c. Sebagai tambahan khasanah dan wawasan pengetahuan bagi 

mahasiswa fakultas syari’ah. 

E. Definisi Operasional  

1. Hakim, Adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan 

dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu 

melaksanakan sendiri semua tugas.15 Dalam penelitian ini hakim yang 

                                                           
15 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut, 
(Malang : UIN Press, 2008), 7. 
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dimaksud adalah hakim ketua dan beberapa hakim anggota di pengadilan 

Agama Bangil. 

2. Itsbat Nikah, adalah penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan 

Agama (KHI pasal 7).16 

3. Pandangan, Berasal dari kata pandang yang diberi imbuhan –an 

memiliki arti atau makna hasil perbuatan memandang (memperhatikan, 

melihat, dan sebagainya) benda atau orang yang dipandang (disegani, 

dihormati dan sebagainya).17 Dalam hal ini yang dimaksud adalah 

pendapat hakim yang menangani kasus tentang itsbat nikah pada orang 

yang telah meninggal dunia. 

4. Pengadilan Agama, adalah badan peradilan tingkat pertama yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara 

orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan 

keadilan.18 Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Bangil. 

5. Metode Penetapan Hukum, adalah cara beristinbath untuk mencari atau 

memperoleh hukum yang pasti.19 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi 

Operasional, dan Sistematika Pembahasan  

                                                           
16 http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html 
diakses di Asti net hari selasa, 27 April 2010, Jam 12.20 
17 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya : Apollo), 462 
18 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 6 
19 Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, (Kencana : 2006), 5 
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Bab II: Bab ini merupakan pembahasan kajian teori sebagai jembatan 

menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini 

memuat tentang Penelitian Terdahulu, Pengertian Perkawinan, 

Pengertian Itsbat Nikah, Putusan Hakim 

Bab III: Dalam pembahasan bab III ini adalah tentang metode penelitian 

yang mana hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi peneliti 

dalam mengetahui apa saja data yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

Bab IV: Pada bab ini akan menguraikan tentang paparan data, deskripsi 

objektif pengadilan agama bangil, landasan kerja pengadilan agama 

bangil, susunan organisasi pengadilan agama bangil, pandangan 

hakim pengadilan agama bangil terhadap itsbat nikah orang yang 

telah meninggal dunia, sumber hukum yang dipakai hakim dalam 

memutuskan perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal 

dunia. 

Bab V: Penutup, disini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara 

menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis 

sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-

saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan 

penelitian ini dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki 

perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan tema itsbat nikah, maka perlu kiranya untuk mengkaji dan mentelaah secara 

seksama hasil penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut ialah 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Roys Fathoni Luthfi20 dalam 

penelitiannya, saudara Fathoni mengemukakan tentang perkawinan yang tanpa 

adanya pencatatan dapat menimbulkan  permasalahan di belakang hari, oleh 

karena itu perlu adanya itsbat nikah atau pengesahan perkawinan agar 

perkawinan yang tanpa pencatatan mendapatkan bukti dari Pengadilan Agama 

sehingga tidak diragukan lagi kebenaranya. Adapun hal-hal yang dibahas 
                                                           
20 Roys Fathoni Luthfi, “Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)", 
Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah,  tahun 2003 



 13

didalamnya yaitu mengenai prosedur pengesahan nikah dibawah tangan di 

Pengadilan Agama Situbondo, alasan Pengadilan / majelis hakim mengesahkan 

perkawinan dibawah tangan, status perkawinan dibawah tangan yang dilakukan 

sesudah berlakunya UU Perkawinan No. 1 Thaun 1974 dan prosedur 

pengesahan terhadap perkawina dibawah tangan yang dilakukan sebelum 

berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Khuzaini Holif Novel21 dalam 

penelitian ini khuzaini mengemukakan tentang Alasan-alasan masyarakat yang 

enggan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA); 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan Itsbat nikah, Landasan hukum 

Hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan penetapan 

perkawinan yang tidak tercatat.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Nur Wahith22 dalam 

penelitiannya peneliti menjelaskan tentang hakim yang memutus perkara itsbat 

nikah dengan cara contencius. 

TABULASI PENELITIAN ITSBAT NIKAH 

NO 
NAMA, PERGURUAN 
TINGGI, THN, JUDUL 

OBJEK 
MATERIAL OBJEK FORMAL 

1. Roys Fathoni Luthfi, “ Proses 
Itsbat Nikah (Studi Kasus Di 
Pengadilan Agama Situbondo), 
Universitas Islam Negeri (UIN) 
Malang, Fakultas Syariah 
Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, 2003 
 

Itsbat Nikah  1) Prosedur pengesahan nikah 
dibawah tangan di 
Pengadilan Agama 
Situbondo. 

2) Alasan Pengadilan 
Agama/majelis Hakim 
mengesahkan perkawinan di 
Bawah tangan; 

3) Status perkawinan dibawah 

                                                           
21 Khuzaini Holif Novel, “Fenomena Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sampang (Jl. Jaksa Agung 
Suprapto No. 86 Sampang)”,  Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah 
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,  tahun 2007 
22 Ahmad Nur Wahith, “Perkara Permohonan Diputus Secara Contensius Dalam Itsbat Nikah 
Perkawinan Poligami” (Studi kasus No: 1295/Pdt. G/ 2005/PA. Kab. Malang)”, Skripsi Universitas 
Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,  tahun 2009  
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tangan yang dilakukan 
sesudah berlakunya UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 
1974, dan prosedur 
pengesahan terhadap 
perkawinan dibawah tangan 
yang dilakukan sebelum 
berlakunya UU Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974. 

2. Khuzaini Holif Novel, 
“ Fenomena Itsbat Nikah Di 
Pengadilan Agama Sampang (jl. 
jaksa agung suprapto no. 86 
sampang)”, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Malang, Fakultas 
Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, 2007 

Itsbat Nikah 1) Alasan-alasan masyarakat 
yang enggan untuk 
mencatatkan 
perkawinannya ke Kantor 
Urusan Agama (KUA); 

2) Faktor-faktor yang 
melatarbelakangi pengajuan 
Itsbat nikah. 

3) Landasan hukum Hakim 
Pengadilan Agama 
Sampang dalam 
mempertimbangkan 
penetapan perkawinan yang 
tidak tercatat. 

3. Ahmad Nur Wahith, “Perkara 
Permohonan Diputus Secara 
Contensius Dalam Itsbat Nikah 
Perkawinan Poligami” (studi 
kasus no: 1295/pdt.g/ 
2005/pa.kab.malang)”, 
Universitas Islam Negeri (UIN) 
Malang, Fakultas Syariah 
Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, 2009 

Itsbat Nikah Membahas tentang hakim yang 
memutus perkara Itsbat nikah 
dengan cara contencius 

4. Siti Rokhma, Pandangan Hakim 
Pengadilan Agama Bangil 
Terhadap Itsbat Nikah Pada 
Orang Yang Telah Meninggal 
Dunia, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, 
Fakultas Syari’ah Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2010  

Itsbat Nikah 1) pandangan hakim 
Pengadilan Agama Bangil 
terhadap itsbat nikah pada 
orang yang telah meninggal 
dunia. 

2) Metode penetapan hukum 
yang dipakai hakim dalam 
memutuskan  perkara itsbat 
nikah pada orang yang telah 
meninggal dunia. 

3) Tata cara proses itsbat 
nikah bagi orang yang telah 
meninggal dunia 
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Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan 

diatas belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan penulis teliti. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara 

khusus membahas tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil 

Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia.  

 

B. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dalam Al-Qur’an dan Hadits disebut dengan nikah (ح��$) dan 

zawaj (زواج).23 Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu 

”hubungan jenis kelamin” (طء) dan (اmengumpulkan” (&56” ,(اbergabung” (�4” ,(ا

juga ”akad” (78�  24.(ا

Sedangkan secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah "akad 

yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang 

dilakukan dengan sengaja". Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan 

yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang 

dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan 

hanya untuk mendapatkan kenikmatan. 25 

Definisi yang sama di ungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaily yaitu perkawinan 

adalah "akad yang telah di tetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat 

mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau 

sebalikya".26 

Dalam bahasa Indonesia Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari 

kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. 

                                                           
23 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet : II; Jakarta : Kencana, 2007), 35-
36 
24 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 
Persada, 2005), 42-43 
25 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Cet : II; Jakarta : Siraja, 2006), 11 
26 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Juz : VII; Damaskus : Dara al-Fikr) 
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Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan 

wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.27 Dalam referensi 

lain dikatakan nikah menurut syara’ adalah aqad (perjanjian) antara calon suami dan 

istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan 

mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama. 28 

Dalam fiqh munakahat, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih 

oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak dan 

melestarikan hidupnya.29 Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 1: 

$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<§§§§ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... [[ [[ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ uu uuρρρρ 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΠΠΠΠ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ 30∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya31Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain32, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. 
 
 

                                                           
27 Syaikh Hassan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3 
28 Mohammad Asmawi, Nikah dalam perbincangan dan perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 
17 
29 Slamet Abidin Aminuddin, Fiqih Munakahat  (Pustaka Setia , 1999), 9. 
30 Op. Cit. 61 
31 maksud dari "padanya" menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam 
a.s.   berdasarkan hdis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari 
padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. 
32 menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada 
orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau 
meminta kepadamu dengan nama Allah. 
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Di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 mengatakan bahwa 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.33 Kata mitsaaqon 

gholiidhan ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisaa' 

ayat 21 yang berbunyi : 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš ššχχχχ õõ õõ‹‹‹‹ yy yyzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ¸¸ ¸¸))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

$$$$ ZZ ZZàààà‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî 34  

”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-
isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". 

 

Kata mitsaaqon gholiidhan disini memiliki pengertian yaitu sebuah akad yang 

sangat kuat, hal ini merupakan penjelasan dari ungkap "ikatan lahir batin" yang 

terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang mengatakan bahwa 

"perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".35  

 Kata nikah (ح���) dan zawaj (زواج) sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab, kata-kata tersebut banyak terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadits 

Nabi. Kata na-ka-ha yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti nikah salah satunya 

terdapat didalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi : 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 44 44‘‘‘‘ uu uuΚΚΚΚ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ ss ssÛÛÛÛ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44 oo oo____ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== èè èèOOOO uu uuρρρρ 

yy yyìììì≈≈≈≈ tt tt//// ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ¸¸ ¸¸οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ ãã ããèèèè ss ss????   

  

                                                           
33 Inpres No. 1 Th 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Karya Anda,), 19. 
34 Op. Cit. 64 
35 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum¸(Jakarta, 2001), 117 
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"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) 
yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".36 

 

Di dalam Al-Qur’an juga terdapat kata nikah yang memiliki arti akad, 

sebagaimana dalam surat An-nisa’ ayat 22 : 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù $$$$ \\ \\FFFF øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ 

¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 37 

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 
dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)". 

 

Surat An-nisa’ ayat 22 di atas mengandung arti bahwa perempuan yang telah 

dinikahi oleh ayah itu haram hukumnya untuk dinikahi meskipun diantara keduanya 

belum berlangsung hubungan kelamin. 

Dari beberapa definisi perkawinan di atas pasti terdapat perbedaan-perbedaan 

yang prinsipil, akan tetapi meski ada perbedaan dari beberapa pendapat tersebut 

dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian (akad) antara seorang 

pria dengan seorang wanita yang dinikahi oleh walinya berdasarkan syari’at yang 

diperintahkan oleh agama dan juga hukum Negara. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu 

ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha 

Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan 

dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa 

                                                           
36 Op. Cit. 61 
37 Op. Cit. 64 
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dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap 

agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.38 

Adapun yang menjadi sumber pokok atau menjadi dasar hukum perkawinan 

dalam Islam adalah firman-firman Allah yaitu Al-qur’an dan Sunnah Nabi yakni 

hadits, yang mana didalamnya telah diatur secara jelas tentang pentingnya 

pelaksanaan dan juga kedudukan perkawinan dalam Islam. 

Pada pembahasan berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat Al-Qur’an dan 

Sunnah yang menjadi landasan disyari’atkan perkawinan. Pada hakekatnya banyak 

sekali ayat dan sunnah Nabi yang mendasari tentang perkawinan. Adapun beberapa 

dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah : 

1. Surat Al-Baqarah ayat 223 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ LL LL{{{{ 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç ççννννθθθθ àà àà))))≈≈≈≈ nn nn==== •• ••ΒΒΒΒ 33 33 ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 39  

  
“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. 
dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 
Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira 
orang-orang yang beriman”. 
 

2. Surat Al-Baqarah ayat 235 

Ÿωuρ yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ΟΟΟΟ çç ççGGGG ôô ôôÊÊÊÊ §§ §§���� tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ tt tt7777 ôô ôôÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅzzzz ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF⊥⊥⊥⊥ oo ooΨΨΨΨ òò òò2222 rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 
zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ££ ££ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡρρρρ ãã ãã���� ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttGGGG yy yy™™™™  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω ££ ££ èè èèδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã#### uu uuθθθθ èè èè???? #### …… ……���� ÅÅ ÅÅ���� HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ ]] ]]ùùùùρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44 

                                                           
38 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama (Bandung: CV Mandar 
Maju, 1990), 10. 
39 Op. Cit. 27 
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ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ““““ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã ÇÇ ÇÇyyyy%%%% xx xx6666 ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xxCCCC èè èè==== öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yy____ rr rr&&&& 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yymmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ 40  

 
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau 
kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 
kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu 
ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan 
Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 
takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun”. 
 
3. Surat An-Nuur ayat 32 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) èè èèùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   

  
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang 
layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

 

Sedangkan adapun Sunnah yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya 

adalah : 

ا%� �� B رA? ا = :�# أن ا��? <�; ا= :��# و��� �75 ا= وأ>�; :��# و  و:� أ9$

��? أ$� أ<�; و أ$�م: D�ل   9��� ?��� �: F"ء ��5 ر�'�و أ<(م و أ��� و أ�Gوج ا

?��. 41  

“ Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau 
bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasa dan mengawini beberapa wanita, 
barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”. 42 

 

                                                           
40 Op. Cit. 30 
41 Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif 2000), 22376  
42 Op. Cit. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam”, 489 
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��� ����ا���ب �� ا����ع ���� ا��ءة �����وج � ���ج و�� � ���� وأ���$# أ"! 

�(م � �'��& ����# %�ا� 43 )�رى و�'��روا/ %.( $# # و*�ء 

“Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para 
pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka 
sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan 
lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah 
menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai 
bagimu.” (HR. Bukhari Muslim)44  

 

Itulah sebagian dari sekian banyak dalil-dalil beserta sunnah yang mengatur 

tentang perkawinan dengan segala sesuatunya. Ayat-ayat beserta sunnah diatas 

merupakan hukum yang telah diatur oleh Allah agar manusia tidak menyimpang 

dari ketetuan-ketentuan tersebut.  

Dari ayat dan sabda Nabi SAW diatas jelas bahwa nikah disyariatkan oleh 

Agama. Hal ini sejalan dengan fungsi manusia yang diciptakan oleh Allah dimuka 

bumi yang memiliki tugas untuk melangsungkan dan melestarikan kehidupan 

dimuka bumi sesuai dengan kehendak Allah. 

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan sesamanya, menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak 

serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat adanya perkawinan tersebut.  

 Adapun hukum perkawinan yang merupakan sunnatullah menurut ahkamal-

khamsah (hokum yang lima) adalah sebagai berikut45: 

1. Wajib 
Hukum nikah menjadi suatu kewajiban jika seseorang telah mampu dan tidak 
dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, karena menjauhkan diri dari 
yang haram adalah wajib. 

2. Sunnah 
Nikah menjadi sunnah bagi orang yang mampu akan tetapi ia masih bisa untuk 
mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal sepeerti ini maka nikah 

                                                           
43 Op. Cit, ”Takhrijul Hadits, "Kutubuttis’ah :  An-Nikah", 4677 
44 Op.Cit. 488 
45 Tihami & Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat (Kajib Fikih Nikah Lengkap)”, (Jakarta : Rajawali 
Pers, 2009), 8-11 
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lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama 
Islam. 

3. Haram 
Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu 
melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan 
batin, serta tidak ada desakan nafsu maka haramlah ia kawin. 

4. Mubah 
Hukum perkawinan menjadi mubah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh 
alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin. 

5. Makruh 
Perkawinan menjadi makruh hukumnya jika seseorang tidak dapat memenuhi 
nafkah bathin (seseorang yang lemah syahwat) walaupun tidak merugikan istri, 
karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Akan tetapi 
bagaimanapun nafkah bathin menjadi sebuah kewajiban suami, baik diminta 
ataupun tidak oleh istri.46 
 

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa hokum perkawinan 

menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, mubah dan 

makruh tergantung keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

3.  Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang mana sesuatu tersebut adalah termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan tersebut, misalnya “membasuh muka saat berwudlu” 

sedangkan syarat adalah yang harus ada, yang akan menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah) akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu misalnya sepeerti “menutup aurat ketika shalat”47 

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang dianggap serius di 

kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan 

dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Terlepas dari berbagai 

istilah yang digunakan oleh pengkaji hukum, menurut sebagian besar jumhur ulama 

                                                           
46 M. Ali Hasan, Op Cit, 10 
47 Abd. Rahman Ghazaly, “Fiqh Munakaht”, (Jakarta : Prenada media, 2003), 45-46 
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rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-

syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan yaitu :48 

1. Calon Suami, syarat-ayaratnya : 
a. Beragama Islam. 
b. Laki-laki. 
c. Jelas Orangnya. 
d. Dapat memberikan persetujuan. 
e. Tidak ada halangan perkawinan. 

2. Calon Istri, syarat-ayaratnya : 
a. Beragama. 
b. Perempuan. 
c. Jelas Orangnya. 
d. Dapat dimintai persetujuan. 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

3. Wali Nikah, dalam perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap 
tidak sah. syarat-ayarat wali adalah : 
a. Laki-laki. 
b. Dewasa. 
c. Mempunyai hak perwalian. 
d. Tidak ada halangan perwalian. 

4. Saksi, syarat-ayaratnya : 
a. Minimal dua orang laki-laki. 
b. Hadir dalam acara ijab qabul. 
c. Dapat mengerti maksud akad. 
d. Islam. 
e. Dewasa. 

5. Ijab Qabul, syarat-ayaratnya : 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut. 
d. Antara ijab dan qabul bersambungan. 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 
f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 

umroh 
g. Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon 

mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang 
saksi. 
 

Hal di atas sesuai dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang 

menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  

a) calon suami;  
b) calon isteri;  
c) wali nikah;  

                                                           
48 Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencan, 
2006), 60-63 



 24

d) dua orang saksi; dan  
e) ijab dan kabul. 
 
Kelima hal diatas merupakan rukun perkawinan yang mana rukun adalah 

sesuatu yang mesti ada, hal ini disebabkan rukun dalam sebuah pekerjaan digunakan 

sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Sedang sesuatu yang 

mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, disebut syarat. Misalnya dalam hal berwudhu jika  

tidak teerpenuhi salah satu syarat dan rukunnya maka wudu tersebut tidak sah yang 

mengakibatkan ibadah yang dilakukan yaitu (shalat) juga tidak sah, sama halnya 

dengan perkawinan menurut hukum Islam sahnya perkawinan harus memenuhi 

rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya ketentuan-

ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu perkawinan 

menjadi tidak sah. Tidak sahnya sebuah perkawinan berarti tidak memiliki kekuatan 

hukum karena perkawinan yang berlangsung tidak diakui oleh Negara. Oleh karena 

itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi karena keduanya memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan, tidak boleh ada yang 

tidak lengkap atau diabaikan.49  

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-

undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan 

memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 

telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, sedangkan bagi golongan 

orang-orang Islam harus di berlakukan hukum perkawinan seperti yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

 

 

                                                           
49 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996 ), 50 
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4. Tujuan Perkawinan 

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mngandung tujuan demikian pula setiap 

hukum yang diterapkan pasti mengandung tujuan pula. Sebagaimana hukum yang 

lain ditetapkan, Islampun mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu 

pula. 

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu 

yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga 

tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan 

perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin 

menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.50 

Dalam referensi lain mengatakan bahwa Tujuan perkawinan menurut agama 

Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga 

yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin 

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.51 

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan seks (libido seksualitas) 

 Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan 

hubungan seks, hal ini disebabkan karena sudah menjadi fitrah manusia dilengkapi 

dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Allah menyediakan 

wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan 

derajat kemanusiaan yaitu dengan adanya perkawinan supaya tidak terjadi 

                                                           
50 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11, 12 
51 Abd. Rahman Ghazali, Op Cit, 22. 
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penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat 

dan agama tidak dilanggar.  

Akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk 

menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan perkawinan 

memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut oleh ilmu biologi yaitu 

mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi 

generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek yaitu:52 

a) Aspek Personal  
b) Aspek sosial  
c) Aspek ritual 
d) Aspek moral 
e) Aspek Kultural. 

 
2. Memperoleh keturunan 

 Sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk 

meneruskan kelangsungan hidup. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai 

anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.  

Firman Allah dalam surat Asy-Syura: 49-50: 

°° °°!!!! ÛÛ ÛÛ���� ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ÜÜ ÜÜ==== pp ppκκκκ uu uu‰‰‰‰  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÜÜ ÜÜ==== yy yyγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää.... —— ——%%%%!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã____ ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### tt tt���� øø øø.... èè èèŒŒŒŒ $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( (( ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   

 “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia 
kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki 
dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia 
menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang 
dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. 
Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.53 
 
 

                                                           
52 http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/kaidah-kaidah-pernikahan.html diakses di 
NAYZA NET, Jln. Kolonel Sugiono 3B, pada hari minggu, 23 Mei 2009, pkl. 11.00 WIB 
 
53 Op.Cit. 390 
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3. Menjalankan Perintah Allah SWT 

Allah memerintahkan pada kita untuk menikah apabila telah memiliki 

kemampuan lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat 

An-Nur ayat 32 yang berbunyi : 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ää ää.... ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) èè èèùùùù 

ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ìì ìììììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 
 
4. Mengikuti Sunnah Nabi 

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah 

sebgaimana disebutkan dalam hadis: 

و:� أ$9 ا%� �� B رA? ا = :�# أن ا��? <�; ا= :��# و��� �75 ا= وأ>�; :��# و 

��: D�ل  9��� ?��� �: F"ء ��5 ر�'�? أ$� أ<�; و أ$�م و أ<(م و أ��� و أ�Gوج ا

?��. 54  

“ Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau 
bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, puasa dan mengawini beberapa wanita, 
barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”. 55 
 
5. Berdakwah 

 Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, islam 

membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani, katolik atau hindu. 

Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, 

atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih 

                                                           
54 Op. Cit. “Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif”, 22376  
55 Op. Cit. Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam”, 489 
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kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai 

kepala rumah tangga.56 

Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 

perkawinan kepada lima hal, seperti berikut.57 

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 
serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. 
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari 

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab 
 

C. Pencatatan Perkawinan 

Secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang 

menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi 

seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi 

seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan 

jika tidak dilakukan pencatatan.  

Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus 

dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi : 


	�ال
  58ا��

“Kemudharatan harus dihilangkan” 

Jika kita telaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan 

ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi / perjanjian itu 

dilakukan pencatatan, Hal ini sesuai dengan bunyi firman Allah didalam surat al-

Baqarah ayat 282 yang berbunyi : 

                                                           
56Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12-18 
57 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan 
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27. 
58 Moh. Adib Bisri, Terjemahan Faraidul Bahiyyah, (Menara Kudus :1977), 21 
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$ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ΛäΖtƒ#y‰s? A øy‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çFò2$$ sù 4 =çGõ3u‹ ø9 uρ 

öΝä3uΖ÷�−/ 7=Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yè ø9 $$Î/ 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ ë= Ï?% x. βr& |= çF õ3tƒ $ yϑŸ2 çµyϑ‾=tã ª! $# 4 ó=çGò6 u‹ ù=sù 

È≅Î=ôϑãŠø9 uρ “ Ï%©!$# Ïµø‹ n=tã ‘, ys ø9 $# È, −Gu‹ ø9 uρ ©! $# … çµ−/u‘ Ÿωuρ ó§y‚ ö7tƒ çµ÷ΖÏΒ $ \↔ø‹ x© 4 βÎ* sù tβ% x. “Ï% ©!$# Ïµ ø‹n=tã 

‘, ysø9 $# $ �γŠÏ�y™ ÷ρr& $ ¸�‹Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ÏÜ tGó¡o„ βr& ¨≅Ïϑãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑãŠù=sù …çµ •‹Ï9 uρ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 4 
(#ρß‰Îηô±tF ó™$#uρ È ø y‰‹Íκy−  ÏΒ öΝà6 Ï9%ỳ Íh‘ ∩⊄∇⊄∪   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah59 tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” 
 

Ayat diatas jika kita membaca sepintas bukan berbicara tentang persoalan 

pencatatan nikah akan tetapi paling tidak yang bisa dipahami dari ayat ini adalah 

Allah melalui firmannya diatas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan 

membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum 

yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya 

perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, 

apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu 

memerlukan pencatatan pula. 

Di masa lalu belum ada ketentuan pencatatan perkawinan dikarenakan pada 

masa itu belum dirasakan arti pentingnya pencatatan nikah, hal ini dikarenakan 

disamping tingkat keber-agamaan dan amanah terhadap lembaga perkawinan cukup 

tinggi, tingkat penyelewengannya juga relatif kecil.  
                                                           
59

 Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. 
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Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perkawinan 

dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang telah 

dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. 

Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul, perlu 

dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan 

dapat dihindari semaksimal mungkin.  

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan Perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik yang menarik 

untuk dibahas, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam pendapat yang 

senantiasa muncul. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh 

departemen Agama untuk menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan tidak 

terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah 

adanya pencatatan, baik itu sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap, 

akan tetapi hampir setiap peraturan perundang-undangan Negara menyatakan 

dengan jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.60  

Adapun peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar hukum 

pencatatan perkawinan yaitu : 

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2, yang berbunyi61: 

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
60 Jaih Mubarok, “Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia”, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 
2005), 69 
61 UU NO. 1 Tahun 1974 



 31

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 197562: 

pasal 2 ayat (1) : 

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk”. 

 
Pasal 11 ayat (3): 
 

“Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat 
secara resmi”. 
 

Juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terdapat pada63 : 

Pasal 5 ayat (1): 

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 
harus dicatat”. 
 

Pasal 5 ayat (2): 

“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954.” 
 

Pasal 6: 

1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah. 

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 

Pasal 7 ayat (1): 

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah” 
 

Dari beberapa ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi 

pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali hal ini nampak 

secara jelas dalam bunyi KHI pasal 6 ayat (2) yang menyatakan secara tegas bahwa 

                                                           
62 PP NO 9 
63 KHI 
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perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa 

hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, 

kematian yang dinyatakan ke dalam daftar pencatatan yang disediakan secara 

khusus.64  

Pada dasarnya fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil 

adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa 

dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan seseorang. Sebab adapun 

salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar’iy (bayyinah syar’iyyah) 

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Ketika pernikahan dicatatkan 

pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen 

resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis 

peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa 

yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan 

lain sebagainya.  

Didalam UU No.2 tahun 1946 disebutkan bahwa tujuan dicatatkannya 

perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam 

penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa “ Menurut agama Islam 

nikah, talak dan rujuk dicatat agar mendapat kepastian hokum”. 65 

 Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan 

pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan dan ditegaskan bahwa 
                                                           
64 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 180 
65 Khoirudin Nasution, “Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum 
Perkawinan di Dunia Muslim”, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009),  336- 338  
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Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 

kekuatan hukum, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.66  

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan 

atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat 

mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi 

perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu 

kaum (keluarga) dengan yang lainnya. Pernikahan juga merupakan suatu pokok 

yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota 

dalam masyarakat yang besar. 

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 

ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang 

melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor 

Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, 

Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). 

Meski sebuah perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun 

di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum atau tidak 

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), adapun 

dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat yakni : 

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah / Perkawinan Tidak Memiliki Kepastian 

Hukum 

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. 

                                                           
66 Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Karya Anda, 1991), 20 
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Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak 

tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang 

Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan. 

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun 

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut 

nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 

D. Itsbat Nikah 

1. Pengertian Itsbat Nikah 

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat’ yang 

merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, 

dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha’ yang memiliki arti “saling 

menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan 

pernikahan”. 67 

 Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang 

kebenaran nikah.68  Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia Itsbat 

diartikan ”penyungguhan” yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) 

terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud 

dengan itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawi  

2. Prosedur Itsbat Nikah 

 Aturan Pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah 

peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh 

                                                           

   67 Ahmad Warsono Munawir, Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia, hal 145 
   68 Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 339 
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Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak 

dicatat oleh PPN yang berwenang. 

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah / Itsbat nikah sama 

halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain69, yaitu 

sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan 

secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu 70: 

1. Penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan 

Agama, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau 

permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau 

secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk 

kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri 

(KTP); 

2. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 

ayat (4) HIR); 

3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara 

sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku 

register; 

4.  Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan 

diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya; 

5. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan 

menentukan hari sidang; 

6. Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) 

memeriksa kelengkapan surat gugatan; 

                                                           
69 Atik Faturrahmaniya, wawancara, (Malang, senin , 12 Juli 2010) 
70 Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama Di Indonesia” (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hlm. 
217 
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7. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan 

sidang secarat patut; 

8. semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan 

(BAP). 

3. Syarat-syarat Itsbat Nikah 

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah 

antara lain71 : 

a. Suami atau istri 
b. Anak-anak mereka 
c. Wali nikah 
d. Pihak-pihak yang berkepentingan 

 
4. Sebab-sebab Itsbat Nikah 

Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan itsbatnya ke 

Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai beberapa hal, yaitu72 : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya Akta Nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 

Tahun 1974; 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tida mempunya halangan 

perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. 
 

E. Hakim dan Kekuasaanya 

Didalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah 

Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara 

hukum adalah adanyan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan 

keadilan.73 

                                                           
71 Op. Cit, Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 167 
72 Op. Cit, Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 167  
73 Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama Di Indonesia”, (Malang, UIN PRESS, 2008), 35 
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Hakim merupakan unsur utama dalam sebuah lembaga Pengadilan. Demikian 

halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena 

itu penegakan hukum terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan 

keputusan yang mencerminkan keadilan. 

1. Pengertian Hakim 

Secara bahasa kata hakim berasal dari bahasa Arab yaitu hakam yang berarti 

menghukumi, jadi kalau hakim memiliki arti orang yang menghukumi. 

Menurut Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul ”Kedudukan 

Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama” mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan ataupun 

Mahkamah).74 Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pasal 11 Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 yang mengatakan bahwa ”Hakim adalah pejabat yang melaksanakan 

tugas kekuasaan kehakiman”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah seseorang 

yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara-perkara baik perkara perdata 

maupun pidana yang masuk ke Pengadilan atau Mahkamah  

2. Syarat-syarat Hakim 

Didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama telah 

terangkum tentang syarat-syarat agar seseorang dapat di angkat menjadi hakim 

dilingkungan Peradilan Agama. Adapun syarat-syarat tersebut adalah 75: 

a. Warga Negara indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c.  Bertaqwa kepada Tuhan YME; 
d. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 
e. Sarjana hukum atau Sarjana Syari’ah yang menguasai tentang hukum 

Islam; 

                                                           
74 M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama”, (Jakarta : 
Sinar Grafika, Cet. IV, 2007), 117 
75 Ibid, 11 
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f. Sehat jasmani dan rohani; 
g. Berwiawa, jujur, adil dan berkelakuan baik; 
h. Bukan bekas anggota organisasi massa terlarang / seseorang yang terlibat 

langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI. 
Sedangkan dalam literatur-literatur fikih, para ahli memberikan syarat-syarat 

tertentu bagi mereka yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai seorang hakim. 

Adapun syarat-syarat tersebut adalah : 

a. Laki-laki yang merdeka; 
b. Berakal; 
c. Beragama Islam; 
d. Adil; 
e. Mengetahui Pokok hukum dan Cabang-cabangnya; 
f. Mendengar, melihat dan tidak bisu. 
 

F. Putusan Hakim 

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sebuah interaksi dengan 

sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun 

ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam kasus ini diperlukan 

adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut. Dalam kehidupan 

bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk Lembaga-lembaga peradilan. 

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari 

para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Untuk lahirnya sebuah 

putusan diperlukan beberapa prosedur tententu, dan ada berbagai jenis putusan yang 

akan dilahirkan dari dunia peradilan. Untuk dapat mengetahui bentuk putusan 

Peradilan Agama dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam 

pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63dan pasal 

64. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa produk 

keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu ada 2 berupa 

putusan dan  penetapan.76 

 

                                                           
76 Ibid,  305 
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1. Putusan 

a. Pengertian Putusan 

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis sedangkan dalam 

bahasa Arab dikenal dengan al-qada’u, yaitu produk Pengadilan Agama karena 

adanya dua pihak yang berlawanan. Produk Pengadilan semacam ini biasa dikenal 

dengan istilah jurisdiction cententiosa (Produk Peradilan yang sesungguhnya).77 

Didalam buku lain dijelaskan bahwa putusan adalah Pernyataan hakim yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka 

untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).78 

b.  Macam-macam Putusan 

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengatur secara terperinci. 

Diberbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan terdapat 

keanekaragaman. Akan tetapi kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri 

perkara maka putusan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

� Putusan Akhir 

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di Persidangan, 

baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum 

menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum 

sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan akan tetapi telah mengakhiri 

pemeriksaan adalah79: 

• Putusan gugur; 
• Putusan verstek yang tidak lanjut ke verzet; 
• Putusan tidak menerima; 
• Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa. 

 
 

                                                           
77 Roihan A. Rosyid, “Hukum Acara Peradilan Agama”, (Jakarta : Cet. Ke VI; Rajawali Pers, 1998), 
193 
78 Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata”, (Yogyakarta : Cet. Ke VI; Pustaka Pelajar, 2005), 251 
79 Op. Cit, 269 
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� Putusan Sela 

 Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses 

pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. 

Putusan Sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah 

dan jalannya pemeriksaan. Putusan Sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak 

dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) 

saja. Putusan Sela tidak dapat dimintakan Banding kecuali bersama-sama dengan 

putusan akhir, pasal 210 RBG./pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20/1941. Adapun hal-hal 

yang menurut hokum acara perdata memerlukan Putusan Sela antara lain80: 

• Tentang pemeriksaan Prodeo; 
• Tentang pemeriksaan Eksepsi tidak berwenang; 
• Tentang sumpah Suppletoir; 
• Tentang sumpah Decisioir; 
• Tentang sumpah Taxatoir (Penaksir); 
• Tentang gugat Provisionil; 
• Tentang gugat Insidentil (Inventaris). 

 
c. Bentuk dan Isi putusan 

 Bila diperhatikan secara keseluruhan, suatu putusan mulai dari halaman 

pertama sampai halaman terakhir, adapun bentuk dan isi putusan Pengadilan Agma 

adalah81 : 

• Bagian kepala putusan; 
• Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara; 
• Identitas pihak-pihak terkait; 
• Duduk perkarannya (bagian posita); 
• Tentang pertimbangan hokum; 
• Dasar Hukum; 
• Diktum atau amar putusan; 
• Bagian kaki putusan; 
• Tanda tangan Hakim dan Panitera serta perincian biaya. 

 
 
 

                                                           
80 Op. Cit. 270 
81 Roihan A. Rosyid, Op. Cit. 194 
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d. Kekuatan Putusan 

Putusan Pengadilan mempunya 3 kekuatan yaitu82 : 

1) Kekuatan mengikat (bindence kracht); yaitu putusan hakim yang mengikat para 
pihak berperkara dan yang terlibat dalam perkara tersebut. 

2) Kekuatan bukti (bewijzende kracht); yaitu dengan putusan Hakim maka telah di 
peroleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung didalamputusan itu. Dan 
keputusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran suatu yang termuat didalmnya. 

3) Kekuatan eksekusi (executoriale kracht); yaitu kekuatan untuk melaksanakan 
apa yan telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. 
 

2. Penetapan 

1. Pengertian Penetapan 

 Penetapan disebut dengan al Isbat (Arab) atau beschiking (Belanda), yaitu 

Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya  

(jurisdiction voluntaria) dikatakan bukan peradilan sesugguhnya karena disana 

hanya ada pemohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan dia ia tidak 

berperkara dengan lawan83. 

2.  Macam-macam Penetapan 

 Apabila dilihat dari sisi kemurnian voluntaria dari suatu penetapan, maka 

penetapan disini dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu84 : 

• Penetapan dalam bentuk murni voluntaria 

Yang diaksud dalam hal ini adalah perkara yang bersifat tidak berlawanan dari 

para pihak. Adapun ciri-cirinya adalah : 

1. Merupakan gugatan secara “sepihak”, hanya terdiri dari pemohon saja. 
2. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. 
3. Petitum dan amar permohonan bersifat “deklatoir”. 
 

• Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. 
 
 
 

                                                           
82 Erfaniah Zuhriah, Op. Cit. 277 
83 Cik Hasan Bisri, “Peradilan Agama di Indonesia”, (Jakarta : Cet. Ke IV; Rajawali Pers, 2003), 
255 
84 Erfaniah Zuhriah, Op. Cit, 279 
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3. Kekuatan Penetapan 

 Adapun kekuatan penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk 

ahli waris dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. 

G. Sumber Hukum Yang Digunakan Hakim 

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), secara 

garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokum yang digunakan sebagai rujukan 

oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hokum materil dan 

sumer hokum formil (hokum acara).85  

Adapun sumber hokum Materil Peradilan Agama adalah hokum Islam yang 

kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh yang sudah barang tentu rentang 

terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu 

bukan merupakan hukum tertulis (hokum positif) melainkan masih tersebar dalam 

berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqoha penulis kitab-kitab fiqh 

tersebut berlatar belakang sosiokultural yang berbeda sehingga sering menimbulkan 

perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna mengeliminasi 

perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hokum maka hokum materil tersebut 

dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun 

hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama adalah : 

1. UU No. 22 Tahun 1946; 
2. UU No. 23 Tahun 1954; 
3. UU No. 1 Tahun 1974; 
4. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 
5. PP No. 45 Tahun 1957; 
6. PP No. 9 Tahun 1975; 
7. PP No. 28 Tahun 1977; 
8. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 
Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan 

yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur 

                                                           
85 Basiq Djalil, “Peradian Agama di Indonesia”, (Jakarta : Kencana, 2006), 147 
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secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama.86 Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan 

Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan Agama, adapun 

hukm formil yang dipakai adalah : 

1. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv); 
2. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (B.W); 
3. Inlandsh Reglement (I.R); 
4. Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg); 
5. Wetboek van Koophandel (WvK); 
6. Peraturan Perundang-undangan; 
7. Yurisprudensi; 
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI; 
9. Ilmu Pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Ibid. 152-153 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan salah satu faktor sangat penting dalam sebuah 

penellitian. Metode yang digunakan atau dipilih harus berhubungan erat dengan 

prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan, sebab berhasil atau tidaknya 

suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan.  

A. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

sosiologis (empiris) yaitu penelitian berdasarkan fakta sosial. Karena penelitian ini 

dilakukan dilingkungan tertentu, yakni hakim dilingkungan Pengadilan Agama 

Bangil, serta didukung dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan penjelasn 

tentang itsbat nikah. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan 
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secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, 

mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.87 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkapkan bagaimana pandangan 

hakim,  metode-metode dan tata cara hakim Pengadilan Agama Bangil dalam 

penetapan terhadap perkara itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan penelitian.88 Adapun 

dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif.  

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.89 Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek 

penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut 

sejarah kehidupan manusia.90 

Pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif ini bersifat 

menggambarkan / menguraikan sesuatu hal sesuai apa adanya dari tulisan / 

ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi.91  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pandangan hakim terhadap perkara 

itsbat nikah yang dilakukan pada orang yang telah meninggal dunia. 

 

 

 

                                                           
87 Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003).35 
88 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka, 2002), 23 
89 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). 3 
90 Saifullah, “Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Bagian I” (Malang: Depag. UIN, 2003). 31 
91 Tim dosen Fakultas Syari’ah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang : Fakultas Syari’ah 
UIN, 2005), 11. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

diantara adalah dengan pengamatan (Observasi), wawancara (interview) dan 

dokumentasi. 

1. Pengamatan (Observasi) 

Metode ini bertujuan untuk memahami suatu cara hidup arti pandangan orang-orang 

yang terlibat didalamnya yang mana hal ini mencangkup tiga aspek yaitu apa yang 

dikerjakan, apa yang di ketahui, dan benda-benda apa yang digunakan.92 

Dengan demikian peneliti harus membandingkan dari hasil pengamatan di 

lapangan dengan hukum-hukum dan undang-undang yang terkait dengan itsbat 

nikah.  

2. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan 

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan 

tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.93  Dengan cara 

bercakap-cakap berhadapan muka langsug dengan orang yang menjadi subyek 

penelitian. 94 

Dalam hal ini adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada 

hakim Pengadilan Agama Bangil. 

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya 

                                                           
92 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Graffindo, 2003), 44. 
93 Burhan Ashshota, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 95 
94 Koenjaraningrat Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 1997). 

129 
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merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.95 

Dokumentasi sebagai pendukung data penelitian, dimana dapat berupa catatan 

transkip, surat kbar, majalah dan sebagainya. 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumenter adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.96 

D. Sumber Data  

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian. 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.97 

a. Sumber data primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama.98Jadi 

data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang 

diteliti. Subyek penelitian disini adalah pandangan hakim Pengadilan Agama 

Bangil terhadap itsbat nikah orang yang telah meninggal dunia. Adapun sumber 

yang peneliti ambil adalah para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bangil.  

b. Sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan 

oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun diantaranya data-data 

yang diperoleh yaitu dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Bangil 

serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

                                                           
95 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung : Mandar Maju), 4 
96 Suharsimi Arikunto,”Prosedur Penelitian” (Jakarta: Bina Aksara, 1989). 188 
97 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, 107. 
98 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12. 
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c. Sumber hukum Tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan 

yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data 

sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.99 

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam memperoleh data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain, di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut sehingga dapat disimpulkan secara proposional.100  

Peneliti disini akan menggunakan dua trianggulasi yakni triangulasi dengan 

sumber dan trianggulasi dengan metode. 

1. Trianggulasi dengan sumber 

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif.101 

Dari pengertian ini peneliti mengambil jalan yakni dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan para 

hakim di pengadilan agama bangil, membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

2. Trianggulasi dengan metode  

Menurut patton (1987: 331) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

                                                           
99 Bambang Sunggono, Op.Cit, 114. 
100 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif edisi revisi,   (Cet; XXVI; Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2009), 330. 
101 Lexy J. Moleong, Ibid, 330. 
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Disini peneliti akan menggunakan strategi yang kedua yaitu mengecek data 

hasil wawancara dengan orang yang satu dengan lainnya dengan menggunakan 

pertanyaan yang sama.  

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman 

maka dalam pengolahan analisis data, peneliti menggunakan : 

1. Edit (Editing) 

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, 

informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Pemeriksaan tersebut terutama dari 

segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian serta relevansinya dengan 

kelompok data yang lain. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data 

yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang 

di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.  

2. Klasifikasi (Classifying) 

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan 

mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan 

tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Klasifikasi merupakan langkah 

kedua dalam analisis data kualitatif.  

Tujuan dari klasifikasi adalah agar benar-benar memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian, Dalam hal ini peneliti membaca kembali dan 

menela'ah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian 

mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam 

menganalisis.   
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3. Verifikasi (Verifying) 

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada 

dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.  

4. Analisis (Analysing) 

Analisis yaitu penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretaasikan.102 Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti adalah 

analisis deskriptif kualitatif . Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis 

dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara 

atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan 

dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik. 

5. Kesimpulan (Concluding) 

Merupakan langkah terakhir yaitu penarikan hasil atau kesimpulan suatu 

proses penelitian dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu 

jawaban. dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban 

kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian survai, (Jakarta : Pusaka LP3ES, 1995), 263  
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BAB IV 

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Objektif Pengadilan Agama Bangil 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga di 

lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan 

Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan 

Peradilan Militer.  

Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman 

untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 

keadilan suatu perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi 

syari’ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 
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perkara tertentu, termasuk aturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan 

hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah 

berdasarkan qanun. 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangil 

 Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama 

Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 

Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat 

Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat 

Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 

tahun 1952 tanggal 1  Maret 1952. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 

1952 tersebut Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani 

masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang. 

2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil 

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan 

lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami’ Kota Bangil, Kemudian pada tahun 

1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka 

dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun 

Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya 

pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl 

Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202 ,E-mail PA Bangil @ 

Gmail .Com , status tanah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan sebagaimana surat perjanjian bersama Nomor : 030/....../ SPJ/ 

424.022/26/2006  dan Nomor : I.A/13- A12/1248/ KS.01.2/XII/2006, dengan 

sertifikat Nomor : 4 / 1990 tanggal 6 Nopember 1990 . Adapun luas tanahnya 2950 

m2  bangunan gedung seluas  711 m2 dengan Aggaran DIPA 2004- 2005, sedang 
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bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran 

DIPA  tahun 2006, dan gedung arsip seluas 280 m2 dibangun dengan Anggaran 

DIPA tahun 2007. 

3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil. 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan 

kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952 yang isi dari 

Penetapan itu diantaranya : 

Pertama : Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 

1951   

  Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradilan Agama di Bangil. 

Kedua  : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum  

yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1   

Maret 1952. 

Ketiga  : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari  

Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari  

Pengadilan Negeri Pasuruan. 

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama 

Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi 

seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan)  hal  ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

menyatakan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota akan tetapi  faktanya 

(defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama 
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Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan deyure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil 

 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangil 

Visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bangil adalah mewujudkan 

Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat / terhormat dalam menegakkan 

hukum untuk mencapai keadilan / kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang 

mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan prinsip 

peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta seksama 

(cermat dan sewajarnya), mendapatkan kepercayaan publik serta mampu menjawab 

panggilan pelayanan publik. 

Adapun Misi dari Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut : 

1. Menerima perkara dengan tertib, memeriksa perkara dengan seksama dan 

sewajamya, memutus perkara dengan cepat dan benar sehingga tercapai 

putusan yang memenuhi rasa keadilan. 
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2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar serta 

memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan. 

3. Insitusi Peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas serta melaksanakan 

tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan 

transparan. 

4. Memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan dengan 

meningkatkan pelayanan prima . 

5. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan umum (surat menyurat 

perlengkapan rumah tangga kantor). 

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bangil 

Sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama. Islam 

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf,zakat infaq, sodaqoh dan ekonomi 

Syari’ah . 

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama, 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan. 

b. Memberikan pelayanan administrasi umum dilingkungan internal 

(Kepegawaian, keuangan, umum). 

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada 

instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta, sebagaimana pasal 52 

ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 

d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta 
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peninggalan diluar sengketa antara orang- orang yang beragama Islam yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat ( 

2) Undang - Undang Nomor : 3 tahun 2006. 

e. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pertimbangan hukum agama, 

pelayanan riset / penelitian. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama 

tersebut di atas, Pengadilan Agama Bangil membagi tugas para pejabat di 

lingkungan satuan kerja sebagai berikut :  

1. Ketua dan Wakil Ketua (Drs. H. Solihun, SH. / Ketua dan 

Hj.Atiffaturrahmaniyah, SH. / Wakil Ketua) 

Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, 

menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama, serta bertanggung 

jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Agama dengan 

tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik 

sektoral mupun lintas sektoral. 

2. Hakim (Drs. H. Sarmin, MH., H. Moh. Yasin, SH., Dra. Sriyani dan Dra 

Hamimah) 

Memeriksa dan mengadili, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan Penetapan Majils Hakim. 

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek 

dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya, serta melaksanakan 

tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan. 
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3. Panitera/Sekretaris (Hj. Siti Romiyani, SH. MH.) 

Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan tehnis di bidang 

administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan 

administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Wakil Panitera ( Drs Surib Wahyudi,SH)  

Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan, membina dan 

mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tehnis dibidang administrasi 

kepaniteraan perkara dan administrasi perkara serta administrasi peradilan 

lainnya. 

5. Panitera Muda 

a. Panitera Muda Hukum (Moch. Muttaqien, SH.) 

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik 

data perkara, menyusun/ membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas 

perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, 

(penyumpahan ru'yat hilal dan pemberian keterangan/ nasehat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta)dan  

menkordinator memasukkan data perkara baik panggilan ghoib, jadwal 

persidangan, pengaburan perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap 

serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

b. Panitera Muda Gugatan (Hj. Nurjannah, SH.). 

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara  

gugatan. 
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c. Panitera Muda Permohonan ( Sutaji, SH. ). 

Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, 

mepersiapkan persidangan perkara, berkas perkara yang masih berjalan dan 

urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. 

6. Panitera Pengganti 

(Sutaji, SH., Hj. Nur Jannah, SH., Moch. Muttaqien, SH., A. Pudiono, SH., 

Zulkifri, SH., Naini Tiastuti, SH., Wiwik Umroh,SH., Agus Widyo Sutanto, 

SH., Khoirudin, SH., dan Hj. Rosniah, SH.) 

Membantu hakim/ Majlis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya 

sidang serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi 

dalam persidangan perkara yang ditanda tangani Hakim/Majlis hakim tersebut. 

7. Juru Sita Pengganti ( A. Pudiono, SH., Zulkifri, SH., Agus Widyo Sutanto, 

SH., Khoirudin, SH., Saodah Ema TS., dan Moch. Muttaqin, SH. serta 

Benidictus Indra Cristyanto SE.). 

 Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas- tugas kejurusitaan 

yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/ Ketua Majlis yang di 

kordinasikan oleh panitera, didalam Wilayah hukum Pengadilan Agama yang 

bersangkutan. 

8. Wakil Sekretaris (Agus Widyo Sutanto, SH.). 

Membantu sekretaris Pengadilan Agama didalam melaksanakan, membina dan 

mengawasi pelaksanaan tugas- tugas pelayanan administrasi umum kepada 

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. 

9. Kepala Urusan. 

a. Kepala Urusan Umum ( Khoiruddin, SH.) 

Bertugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
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lingkungan Pengadilan Agama kususnya yang berhubun dengan kegiatan 

penataan arsip, penataan persuratan, penataan ruang dan penataan 

perpustakaan. 

b. Kepala Urusan Kepegawaian (  Siti Novida Subiyanti,SH.). 

Bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada semua 

unsur dilingkungan Pengadilan Agama kususnya yang berhubungan dengan 

urusan kepegawaian. 

c. Kepala Urusan Keuangan (Siti Artaniyah,S Ag.). 

Bertugas memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada semua unsur 

di lingkungan Pengadilan Agama terutama urusan keuangan, DIPA kecuali 

biaya perkara/ uang titipan pihak.  

6. Daftar Jumlah Perkara Yang Masuk Tahun 2008-2009 

a. Perkara Yang Diterima Tahun 2008 

No

. 
Bulan 

Izin 
poligami 

 

Isbat 
nikah 

 

Cerai 
talak 

 

Cerai 
gugat 

 

Harta 
bersama 

 

Perwalian 

 

1. Januari - 1 45 94 1 1 

2. February 2 - 38 76 - - 

3. Maret - - 24 61 - - 

4. April - 4 33 77 1 2 

5. Mei 1 2 49 69 - - 

6. Juni - - 40 82 - 2 

7. Juli - 3 34 58 - - 

8. Agustus 1 1 46 62 - - 

9. September 1 - 28 29 - 1 
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10 Oktober 2 2 61 111 - - 

11 November 3 3 48 92 1 1 

12 Desember - 2 33 89 - - 

Jumlah 10 18 479 900 3 7 

 

b. Perkara Yang Diterima Tahun 2009 

No

. 
Bulan 

Izin 
poligami 

 

Isbat 
nikah 

 

Cerai 
talak 

 

Cerai 
gugat 

 

Harta 
bersama 

 

Perwalian 

 

1. Januari 2 1 53 110 - - 

2. February - 1 43 92 1 1 

3. Maret - 1 38 76 - - 

4. April 1 2 48 75 - 1 

5. Mei - - 43 87 - 2 

6. Juni 1 - 33 79 - - 

7. Juli 2 1 49 89 1 1 

8. Agustus - 5 38 72 1 1 

9. September - - 21 25 - 1 

10 Oktober 1 - 67 136 - - 

11 November 1 4 49 88 - - 

12 Desember 1 5 61 106 1 1 

Jumlah 9 20 543 1035 4 8 

 

 



 61

B. Deskripsi Perkara Itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia 

Nomor: 1019/Pdt.G/2009/PA.Bgl. 

Penelitian yang peneliti angkat adalah sebuah kasus yang pernah ditangani di 

Pengadilan Agama Bangil, Adapun bunyi duduk perkara dari kasus tersebut yaitu : 

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 

Agustus 2009 yang telah terdaftar pada register perkara di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Bangil dengan Nomor Perkara : 1019/Pdt.G/2009/PA.Bgl telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahan 

ayah pemohon yang bernama TASMAN (alm) yang meninggal pada tahun 1942 

(tanggal dan bulan tidak diketahui) di kelurahan kersikan kecamatan Bangil 

karena sakit dengan ibu Pemohon yang bernama : SUPIATUN (alm) BINTI 

SIBUN (alm) yang telah meninggal pada tahun 1988 (tanggal dan bulan tidak 

diketahui) di kelurahan Pogar Kecaman Bangil karena sakit, yang 

dilangsungkan pada tahun 1926; 

2. Bahwa semasa hidupnya TASMAN (alm) dan SUPIATUN (alm) telah 

dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 

a) RAMELAN BIN TASMAN(alm); 

b) TUCHAH BINTI TASMAN; 

c) ABDUROCHIM BIN TASMAN (Pemohon); 

d) ACHMAD BAIDHOWI BIN TASMAN; 

3. Bahwa anak pertama orang tua pemohon yang bernama RAMELAN BIN 

TASMAN (alm) tersebut meninggal dunia pada tahun 1996 di Kelurahan Pogar 

Kecamatan Bangil karena sakit, dan pada saat hidupnya dia telah ikaruniai 4 

orang anak masing-masing bernama : 
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a) AINUN ZAHRIA BINTI RAMELAN; 

b)  YAYUK RODIA BINTI RAMELAN; 

c)  MUSRIFAH BINTI RAMELAN; 

d) MOHAMMAD YUNUS BIN RAMELAN; 

4. Bahwa pemohon tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi wali nikah, 

apa status ayah dan ibu, berapa besar mas kawin dan siapa saksi-saksi dalam 

pernikahan orang tua pemohon tersebut; 

5. Bahwa yang pemohon ketahui adalah selama berumah tangga kedua orang tua 

Pemohon tinggal di Timor Alon 392 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Kersikan 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan dikaruniai 4 orang anak 

(seagaimana dalam posita 2) hingga beliau wafat 

6. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak 

sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan unuk melangsungkan 

pernikahan, baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat 

pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama 

Islam; 

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Buku 

Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon baik di rumah maupun meminta 

bantuan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 

ternyata tidak dapat ditemukan; 

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Nikah atas pernikahan 

orang tua Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan penguruhan balik nama 

status pemilikan rumah yang semula atas nama ibu Pemohon BOK RAMELAN 



 63

berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang 

terletak di Timur Alon 392 RT.03 RW.03 Kelurahan Kersikan Kecamatan 

Bangil Kabupaten Pasuruan, luas 100m2 (sebagaiamana sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Agraria Kabupaten Pasuruan Nomor: 

40/G.S./1974) untuk diatas namakan Pemohon yang terletak di Timur Alon 392 

Rt.03 RW.03 Kelurahan Kersikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan 

dengan batas-batas 

- Utara : Jalan Kampung; 

- Timur : Rumah Bapak Lutfi; 

- Selatan : Rumah Ibu Siti; 

- Barat : Rumah Ibu Gamar. 

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

penetapan yang amarnya berbunyi berikut 

a) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b) Menetapakan oleh karena hukum, pernikahan orang tua Pemohon 

(TASMAN dan SUPIATUN) yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan 

bangil Kabupaten Pasuruan pada tahun 1926 adalah sah; 

c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

d) Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; 
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C. Analisa Data 

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Tentang Itsbat Nikah 

Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia 

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal 

dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan 

inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. 

Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-

sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. 

Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan guna 

mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat terealisasikan dengan baik, dalam 

pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinan harus diteliti tentang 

kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan 

tidaknya suatu perkawinan. 

Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus 

dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apabila perkawinan tersebut tidak 

dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan Itsbat Nikah.  

Itsbat nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan sahnya suatu 

pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan 

khususnya Pengadilan Agama.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu di Pengadilan 

Agama Bangil, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang 

sesuai dengan keinginan penulis yaitu tentang pandangan hakim Pengadilan Agama 

Bangil terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, disini penulis 

mewawancarai tiga hakim yaitu Ibu Hj. Atifaturrahmaniyyah selaku  wakil ketua, 

Bapak H. Moh. Yasin selaku hakim anggota dan Ibu Dra. Sriyani yang juga selaku 
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Hakim Anggota, dari hasil wawancara pada ketiga hakim tersebut ada beberapa 

pandangan hakim terkait dengan masalah itsbat nikah pada orang yang telah 

meninggal dunia yang penulis peroleh, hasilnya sebagaiman yang akan dipaparkan 

dibawah ini. 

penulis menemui ibu atik pada hari senin tanggal 12 Juli 2010 di ruang kerja 

beliau sekitar pukul 14.00 seusai melaksanakan sholat dhuhur, ketika penulis 

menayakan apa yang dimaksud dengan itsbat nikah beliau menjawab : 

“itsbat adalah kata yang diambil dari bahasa arab yang artinya adalah 
pengesahan, jadi yang dimaksud dengan Itsbat Nikah adalah Pengesahan 
terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat yaitu perkawinan yang 
memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana dimaksud 
pada  pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak 
memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur pasal  2 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi pada dasarnya sebelum 
di itsbatkan  perkawinan yang belum tercatat tersebut dianggap sudah ada 
dan sah ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, hanya saja 
tidak mendapat pengakuan dari Negara, maka untuk mendapatkan 
pengakuan dari Negara perkawinan yang belum dicatatkan di itsbatkan” .103 

 
 Sedangkan menurut Bapak Yasin, yang penulis temui pada hari Jum’at 

tanggal 16 Juli 2010 bertempat diruang penerimaan tamu mengatakan : 

“Itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan 
atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri bagi pernikahan yang 
dilaksanakan sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 1974, dan jika yang di 
itsbatkan adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya UU. 
No. 1 Tahun 1974 maka penetapannya merujuk pada kemaslahatan si 
pengaju itsbat104” 

 
 Bu sriyani yang penulis temui pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2010 di ruang 

kerja beliau mengatakan : 

“Itsbat nikah adalah pengesahan atau penetapan terhadap suatu pernikahan 
yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.105” 
 
 

                                                           
103 Bu Atik Faturrahmaniyyah Wawancara (Bangil, 12 Juli 2010) 
104 Pak Yasin, Wawancara (Bangil, 16 Juli 2010) 
105 Bu Sriyani, Wawancara (Bangil, 16 Juli 2010 ) 
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Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada dampak yang di timbulkan dari 

perkawinan yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan, bu atik menjawab: 

“Pastinya adalah mbak dan banyak sekali dampak negative yang 
ditimbulkan, seperti tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap 
tidak pernah ada perkawinan, jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan 
dengan Negara seperti membuat akta kelahiran, membuat persyaratan-
persyaratan haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya itu 
tidak bisa, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang 
baru sebagaimana diatur dalam pasal  24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan 
ketentuan pasal 219 KUHP, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak 
oleh pihak wanita sebagai isteri juga anak-anaknya” 
 
Tidak jauh berbeda dari jawaban bu atik, ketika penulis menanyakan 

pertanyaan yang sama yaitu apakah ada dampak yang di timbulkan dari perkawinan 

yang tidak tercatat jika tidak di itsbatkan Pak Yasin menjawab : 

“Perkawinan yang tidak dicatatkan sudah pasti mbak akan menimbulkan 
dampak-dampak yang negative, kan kebanyakan sebagaimana yang kita lihat 
didalam ikatan  perkawinan atau berkeluarga itu pasti suatu saat akan ada 
yang namanya masalah atau konflik, dan seandainya konflik yang terjadi 
dalam keluarga itu tidak selesai dan berbuntut panjang yang pada akhirnya 
sampai pada urusan yang membutuhkan keterlibatan PA sebagai 
penyelesainya, maka perkawinan yang tidak tercatat tidak akan dapat 
diproses karena pernikahannya di anggap atau dinilai tidak memiliki 
kekuatan hokum, dan dampak tersebut sangat buruk sekali terutama bagi 
kaum perempuan dan anak-anak/keturunan yang dihasilkan dari perkawinan 
tersebut.” 
 
Dari data diatas kemudian penulis menanyakan tentang bagaimana 

pandangan hakim terhadap itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, ibu 

sriyani menjawab : 

“Pandangan saya tentang itsbat nikah pada orang tua yang telah meninggal 
dunia, bisa atau tidaknya melihat dari segi kepentingan dan kemaslahatan si 
anak yang mengajukan itsbat nikah terlebih dahulu, jika pengajuan itsbat 
tersebut terkait dengan masa depan si anak, misalnya membutuhkan surat 
nikah orang tuanya untuk membuat akta kelahiran, atau membutuhkan surat 
nikah orang tuanya untuk mengurus harta warisan, dan lain sebagainya, 
maka itsbat nikah tersebut bisa saja dilakukan atau di proses dengan 
mengutamakan kemaslahatan dari si pemohon itsbat” 
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Sedangkan menurut bu atik pandangan beliau terhadap itsbat nikah pada 

orang yang telah meninggal dunia, yaitu : 

“Sebagaimana tercantum didalam UU yang mengatakan bahwa itsbat nikah 
itu dapat dilakukan pada perkawinan yang dilaksanakan sebelum terjadinya 
UU No.1 tahun 1974, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada 
perkawinan yang terjadi setelah adanya UU No.1 tahun 1974 juga dapat di 
itsbatkan, akan tetapi dalam pengajuan itsbat nikah tersebut hakim lebih 
melihat pada kepentingan dan kemaslahatan orang yang mengajukan. 
 Pandang saya tentang itsbat nikah terhadap orang yang telah meninggal 
dunia itu bisa saja diproses dan hal itu tidak ada masalah, asal dengan 
catatan si pemohon yang mengajukan itsbat tersebut bisa memenuhi 
persyaratan-persyaratan formal.”  
 
Tidak jauh berbeda dengan jawaban bu atik, pak yasin mengatakan : 

“Pandangan saya terhadap itsbat nikah dimana yang diajukan adalah itsbat 
nikah pada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, menurut saya sah-
sah saja sepanjang dalam pengajuannya memenuhi syarat-syarat yang harus 
dilenkapi”. 
 
Dari pemaparan tentang pandangan para hakim terhadap itsbat nikah pada 

orang yang telah meninggal dunia, peneliti kemudian bertanya apa saja syarat-syarat 

formal pengajuan itsbat nikah yang harus di lengkapi oleh pemohon, Bu Atik 

menjawab : 

“Syarat-syarat formalnya seperti menyerahkan KTP orang tua (almarhum), 
Kartu Keluarga, dan Kartu keterangan dari kepala desa yang menerangkan 
bahwa kedua orang tua pemohon benar-benar suami istri”. 
 
Sedangkan menurut bapak Yasinn: 

“Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon yaitu menyerahkan 
fotocopy KTP orang yang akan diitsbatkan perkawinannya, selain itu 
pemohon juga harus dapat mengetahui secara pasti apa status orang tua 
sebelum menikah, siapa tahu waktu menikah bapak si pemohon berstatus 
suami orang atau sebaliknya, pemohon juga harus mengetahui siapa yang 
menjadi wali dan juga siapa saja saksi-saksi yang ada dalam perkawinan 
orang tuanya” 
 
Dari data diatas peneliti kembali menanyakan bagaimana dengan putusan 

hakim yang mana didalam hasil putusan tersebut menerangkan bahwa syarat-syarat 

yang diajukan oleh pemohon hanya berupa surat keterangan kematian saja tidak ada 
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yang lain, dan didalam putusan tersebut peneliti juga membaca bahwa pemohon 

mengaku tidak tahu apa status kedua orang tuanya ketika menikah, siapa yang 

menikahkan, dan siapa saksinya. Bu Atik menjawab : 

“Sebenarnya KTP, KK, dan surat keterangan dari Kepala Desa itu harus ada 
mbak, karena itu merupakan data penting yang harus dilampirkan dalam 
pengajuan itsbat nikah tapi dalam memutuskan perkara itu bisa diproses atau 
tidak kembali kepada kemaslahatan pencari keadilan dan kebijakan hakim, 
kalau tentang status orang tua sebelum menikah itu apa, siapa yang 
menikahkan, dan siapa saksi itu benar-benar tidak dapat diberikan, mungkin 
sudah tidak bisa didapat sebab yang mengetahui hal-hal itu, baik yang 
menikahkan ataupun saksi sudah meninggal solusi untuk mengatasi hal 
tersebut maka hakim dalam memutuskan  merujuk pada saksi-saksi yang 
diajukan oleh pemohon. Selain itu hakim juga bisa merujuk pada bukti 
terbalik, yaitu bukti yang didapat dari orang-orang sekitar tempat tinggal, 
misalnya dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang 
tersebut adalah benar-benar pasangan suami istri, bukti terbalik juga dapat 
berupa tidak adanya sanggahan atau complain tentang pernikahan orang 
tuanya  tersebut.” 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

itsbat nikah adalah Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat 

kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan 

hukum Islam secara materiil sebagaimana yang dimaksud pada  pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan 

sebagaimana syarat formil yang diatur pasal  2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, bukankah sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi 

rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak terpenuhinya ketentuan-

ketentuan mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut akan membuat 

suatu perkawinan menjadi tidak sah.106  

Selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan 

hokum, perkawinan yang tidak tercata juga akan memerikan dampak yang sangat 

buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan dari 
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perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam hal ini pihak perempuan tidak 

memiliki hak sedikitpun atas nafkah dan warisan dari suami jika suatu ketika dia 

meninggal. Perempuan (istri) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi 

perpisahan atau perceraian. 

Adapun dampak negative yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari 

perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap 

sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran 

dari Negara, Konsekwensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu 

dan keluarga ibu saja. 

Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah  

(PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-

undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk agar 

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN. Pencatatan perkawinan 

sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hokum dalam kehidupan seseorang, 

misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian yang dinyatakan kedalam daftar 

pencatatan yang disediakan secara khusus.107   

Bagi suatu negara dan bangsa seperti indonesia mutlak adanya undang-undang 

perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan 

landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku 

bagi berbagai golongan dalam masyarakat. 

Dalam pengajuan itsbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia, 

menurut para hakim Pengadilan Agama Bangil perkara tersebut bisa diproses 

dengan syarat sipemohon hendaknya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
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 70

telah ditetapkan oleh pengadilan, adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud 

adalah selain menyerahkan fotocopy KTP milik pemohon, pemohon juga harus 

menyerahkan fotocopy KTP orang yang akan di Iitsbat (dalam hal ini yaitu KTP 

orang tua pemohon), pemohon harus menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga milik 

kedua orang tua pemohon, selain itu pemohon juga harus menyerahkan surat 

keterangan dari kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa kedua orang tua 

pemohon adalah benar-benar suami istri. 

Dalam proses pengajuan itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat 

memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan kedua 

orang tuanya, seperti dapat mengetahui apa status kedua orang tua pada waktu 

menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan siapa saja saksi-saksi dalam 

perkawinan kedua orang tuanya terseut. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang 

terdapat didalam kitab I’anatut Thalibin, juz IV halm. 254 yang berbunyi : 

ا�� أ ة ذآ� <�K# و �JوK$ �� #L( و ? و J� ه7 �� :7ول و �; ا7:(ى %��� ح :�;  

“Dalam Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dikemukakan 
sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti : wali dan dipersaksikan oleh 
dua orang saksi yang adil”. 

  

Akan tetapi jika hal-hal tersebut diatas benar-benar tidak dapat dibuktikan, 

maka hakim akan mengambil kebijakan demi kepentingan dan kemashlahatan 

pemohon yaitu dengan merujuk kepada saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, 

selain itu hakim juga mengatakan dalam memproses kasus ini hakim dapat pula 

menggunakan bukti lain yaitu bukti terbalik. Bukti terbalik adalah bukti yang 

diperoleh dari orang-orang disekitar tempat tinggal orang tua pemohon, misalnya 

dari tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang tersebut adalah 

benar-benar suami istri, bukti terbalik juga dapat berupa dengan tidak adanya 

sanggahan atau complain tentang pernikahan orang tua pemohon. Fakta berbeda 



 71

dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban sedangkan fakta merupakan 

kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sebaliknya.  

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (rechtsstaat) tidak 

berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat) yang berlandaskan pada falsafah 

Pancasila dan Undang-undang Dasar1945, secara subtantif semua hak-hak dan 

kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh UU, penegasan ini berarti bahwa 

negara dan termasuk anggota didalamnya seperti pemerintah dan lembaga yang lain 

dalam melaksanakan apapun harus dapat dipertanggung jawabkan secara umum.108  

Melihat peranan penting Negara dalam memberi jaminan keamanan dan 

ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka 

sebagai warga Negara, maka keberadaan aturan hukum adalah sesuatu keharusan 

sebagaimana Indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum 

(recht staat) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan kepastian 

hukum.  

Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan 

menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan 

yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum 

sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali 

belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.  

Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila 

memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan, 

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait 

dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah 
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menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka 

ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari 

perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi 

generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya 

pewarisan.109 

Adapun dampak yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat jika 

tidak di itsbatkan yaitu : 

1. Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah 
ada perkawinan jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Negara 
seperti membuat akta kelahiran, membuat pasport haji dan mengurus 
perlengkapan administrasi Negara lainnya itu tidak bisa 

2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru 
sebagaimana diatur dalam pasal  24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  

3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan 
pasal 219 KUHP,  

4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri 
juga hak sebagai anak-anaknya” 

 

Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti abadi yang disebut dengan 

akta, sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu : 

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 
 

Di dalam KHI peraturan yang memuat tentang permasalahan pencatatan 

perkawinan ini terdapat di dalam pasal 5 yang berbunyi : 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 
Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 
 

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan : 

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah. 
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2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 

Apabila telah terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka 

solusinya adalah istbat nikah yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini 

sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 KHI yaitu :  

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. 

2. Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Memutuskan Perkara 

Itsbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia. 

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari 

para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim, adapun produk 

keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 2 yaitu berupa 

putusan dan  berupa penetapan.110 

Untuk mendapatkan putusan atau penetapan dari hakim Pengadilan Agama 

diperlukan beberapa prosedur dan tentunya harus melalui berbagai macam proses 

hal ini dikarenkan dalam penyelesaian perkara seorang hakim harus mengkaji 

terlebih dahulu berbagai macam bahan-bahan atau reverensi-reverensi terutama 

yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi,  

Seorang hakim tentunya dalam mengambil sebuah keputusan memiliki dasar 

hukum yang akan digunnakan, begitu juga dengan perkara itsbat nikah bagi orang 

yang meninggal dunia. Ketika peneliti bertanya apa dasar hukum yang dipakai 

hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah, bu atik menjawab : 

“Tidak ada dasar hukum khusus yang digunakan dalam proses itsbat  nikah 
pada orang yang meninggal, prosesnya sama saja seperti pada perkara-
perkara yang lain mbak, seperti itsbat nikah pada dua orang yang masih 
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hidup, perceraian, perubahan identitasa dan lain-lainnya, mungkin bedanya 
hanya pada persyaratan isi berkas, kalau metodenya sama saja. 
Dalam menentukan penetapan hukum  hakim biasanya merujuk pada sumber 
hokum formil yang berupa UU dan sumber hokum materil berupa dalil-dalil  
syar’I, makanya mbak pada tiap-tiap putusan ataupun penetapan itu harus 
terdapat dalil syar’inya”.“ 
 
 Pernyataan yang sama dikemukakan oleh ibu Sriyani, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Dasar hokum yang digunakan dalam masalah itsbat nikah baik pada orang 
masih hidup ataupun sudah meninggal itu sama saja mbak tidak ada bedanya, 
tidak ada proses atau metode khusus yang harus dilakukan.” 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adapun dasar hukum yang 

digunakan oleh hakim dalam menangani perkara itsbat nikah pada orang yang telah  

meninggal dunia tidak ada pengkhususan, dasar hukumnua tidak berbeda dengan 

dasar hukum yang dipakai dalam menangani perkara-perkara lain seperti misalnya 

perceraian, perubahan identitas dan waris. 

Di atas juga dipaparkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Peradilan 

Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara 

serta menegakkan hukum dan keadilan, maka Peradilan Agama membutuhkan 

sumber hukum yang dijadikan pedoman (patokan) dalam memutuskan perkara yang 

diajukan kepadanya, baik itu berupa sumber hukum materiil maupun sumber hukum 

formil, sehingga dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara tersebut 

mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik secara hukum positif dan syari’at 

Islam. 

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), secara 

garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokum yang digunakan sebagai rujukan 
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oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hokum materil dan 

sumer hokum formil (hokum acara).111  

Adapun sumber hokum Materil Peradilan Agama adalah hokum Islam yang 

kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh yang sudah barang tentu rentang 

terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu 

bukan merupakan hukum tertulis (hokum positif) melainkan masih tersebar dalam 

berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqoha penulis kitab-kitab fiqh 

tersebut berlatar belakang sosiokultural yang berbeda sehingga sering menimbulkan 

perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna mengeliminasi 

perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hokum maka hokum materil tersebut 

dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun 

hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama adalah : 

1. UU No. 22 Tahun 1946; 
2. UU No. 23 Tahun 1954; 
3. UU No. 1 Tahun 1974; 
4. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 
5. PP No. 45 Tahun 1957; 
6. PP No. 9 Tahun 1975; 
7. PP No. 28 Tahun 1977; 
8. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 
Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan 

yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur 

secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama.112 Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan 

Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan Agama, adapun 

hukm formil yang dipakai adalah : 

1. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv); 
2. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (B.W); 
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3. Inlandsh Reglement (I.R); 
4. Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg); 
5. Wetboek van Koophandel (WvK); 
6. Peraturan Perundang-undangan; 
7. Yurisprudensi; 
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI; 
9. Ilmu Pengetahuan. 

 

Dari hasil wawancara diatas hakim juga mengatakan bahwa dalam setiap 

mengeluarkan produk hukum baik berupa penetapan ataupun putusan hakim harus 

mencantumkan dalil syar’i yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

ditangani, hal ini sesuai dengan bunyi kaedah fiqih yang berbunyi : 

#��: O�7��K� ��K�ج ا; اD� �P ا Q�R5 ا

“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil” 

Oleh karena itu didalam tiap-tiap putusan ataupun penetapan yang dikeluarkan 

oleh Pengadilan Agama harus mencantum dalil-dalil syar’I yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang di tangani, karena walaupun hakim melakukan ijtihad 

sendiri dalam mengambil sebuah keputusan atas suatu perkara tentunya hakim 

tersebut akan merujuk pada hokum materiil yang menyangkut pada masalah 

tersebut walaupun secara tidak langsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Meninggal 

Dunia maka dapat disimpulkan : 

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap itsbat nikah orang 

yang telah meninggal dunia 

Pandangan hakim mengenai itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal 

dunia, perkara tersebut bisa di proses asalkan dengan ketentuan si pemohon mampu 

memenuhi persyaratan-persyaratannya. Itsbat nikah sangat diperlukan karena jika 

tidak dilakukan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena 

dianggap tidak pernah ada perkawinan, yang pada akhirnya mengakibatkan 

kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Negara 
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seperti membuat akta kelahiran, mengurus perceraian, mengurus warisan, membuat 

pasport haji dan mengurus perlengkapan administrasi Negara lainnya. 

2. Dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan  perkara itsbat 

nikah pada orang yang telah meninggal dunia 

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara itsbat nikah 

bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan perkara-perkara 

perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama. hanya saja disini yang bisa 

menjadi saksi adalah wali nikah atau saksi-saksi pernikahan ketika pernikahan 

berlangsung atau jika semuanya itu tidak ada maka hakim bisa menggunakan yang 

namanya bukti terbalik dimana hakim bisa meminta keterangan masyarakat sekitar 

rumah suami istri yang telah meninggal tersebut mengenai benar tidaknya antara 

suami istri tersebut pernah adanya suatu hubungan pernikahan, dengan informasi 

yang diberikan masyarakat maka hakim bisa menggunakannya sebagai bahan acuan 

dalam membuat ketetapan. 

B. Saran  

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, penulis akan memberikan saran 

atau masukan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, yaitu, seseorang yang 

akan melangsungkan perkawinan hendaknya lebih dulu memahami apa saja 

persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan 

perkawinan, agar tidak terjadi sesuatu di belakang hari yang dapat merugikan 

mereka, salah satunya adalah persyaratan untuk mendaftarkan diri pada KUA. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang dimaksud dengan pencatatan nikah ? 

2. Kenapa pernikahan itu harus dicatatkan ? 

3. Adakah dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan ? 

4. Apa yang mendasari perkawinan itu harus dicatatkan ? 

5. Apa yang dimaksud dengan itsbat nikah ? 

6. Mengapa nikah yang belum tercatat harus di itsbatkan ? 

7. Apa dasar hukum itsbat nikah ? 

8. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Tentang Itsbat 

Nikah Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia ? 

9. Apa yang melatar belakangi seseorang mengajukan itsbat nikah pada orang 

tuanya yang telah meninggal dunia 

10. Apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan  perkara itsbat 

nikah pada oran yang telah meninggal dunia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� 11 Kecamatan Yang menjadi wilayah wewenang Pengadilan Agama Bangil  

NO. KECAMATAN KELURAHAN / DESA 

01 BANGIL Kelurahan Dermo 

  
Kelurahan Gempeng 

  
Kelurahan Kersikan 

  
Kelurahan Kauman 

  
Kelurahan Kidul Dalem 

  
Kelurahan Bendomungal 

  
Kelurahan Kolursari 

  
Kelurahan Latek 

  
Kelurahan Kalirejo 

  
Kelurahan Kalianyar 

  
Kelurahan Pogar 

  
Ds. Tambaan 

  
Ds. Manaruwi 

  
Ds. Masangan 

  
Ds. Raci 

   

 



02 BEJI Ds. Beji 

  
Ds. Baujeng 

  
Ds. Kenep 

  
Kelurahan Pagak 

  
Ds. Glanggang 

  
Ds. Sidowayah 

  
Ds. Gajahbendo 

  
Ds. Ngembe 

  
Ds. Kedungboto 

  
Ds. Kedungringin 

  
Ds. Gunungsari 

  
Ds. CangkringMalang 

  
Ds. Gununggangsir 

  
Ds. Wonokoyo 

   

03 REMBANG Ds. Oro-oro Ombo Wetan 

  
Ds. Oro-oro Ombo Kulon 

  
Ds. Mojoparon 

  
Ds. Pekoren 



  
Ds. Pandean 

  
Ds. Pejangkungan 

  
Ds. Rembang 

  
Ds. Kedungbanteng 

  
Ds. Orobulu 

  
Ds. Sumberglagah 

  
Ds. Kanigoro 

  
Ds. Genengwaru 

  
Ds. Siyar 

  
Ds. Kalisat 

  
Ds. Pajaran 

  
Ds. Tampung 

  
Ds. Krengih 

  
 

04 WONOREJO Ds. Lebaksari 

  
Ds. Karangasem 

  
Ds. Kendangdukuh 

  
Ds. Karangsono 

  
Ds. Rebono 



  
Ds. Jatigunting 

  
Ds. Wonorejo 

  
Ds. Kluwut 

  
Ds. Sambisirah 

  
Ds. Pakijangan 

  
Ds. Cobanblimbing 

  
Ds. Karangjatianyar 

  
Ds. Tamansari 

  
Ds. Wonosari 

  
 

05 PURWOSARI Ds. Bakalan 

  
Ds. Martopuro 

  
Ds. Kayoman 

  
Ds. Pucangsari 

  
Ds. Purwosari 

  
Ds. Kertosari 

  
Ds. Tedjowangi 

  
Ds. Sekarmojo 

  
Ds. Sukodermo 



  
Ds. Sengonagung 

  
Ds. Pager 

  
Ds. Sumberejo 

  
Ds. Karangrejo 

  
Ds. Cendono 

  
Ds. Sumbersuko 

  
 

06 PURWODADI Ds. Pucangsari 

  
Ds. Tambaksari 

  
Ds. Capang 

  
Ds. Semut 

  
Ds. Purwodadi 

  
Ds. Gajahrejo 

  
Ds. Parerejo 

  
Ds. Sentul 

  
Ds. Jatisari/Penjalinan 

  
Ds. Cowek 

  
Ds. Lebakrejo 

  
Ds. Dawuhan Sengon 



  
Ds. Gerbo 

  
 

07 TUTUR Ds. Sumberpitu 

  
Ds. Ngembal 

  
Ds. Tutur 

  
Ds. Wonosari 

  
Ds. Andonosari 

  
Ds. Tlogosari 

  
Ds. Kalipucang 

  
Ds. Pungging 

  
Ds. Gendro 

  
Ds. Blarang 

  
Ds. Kayukebek 

  
Ds. Ngadirejo 

   

 

08 SUKOREJO Ds. Wonokerto 

  
Ds. Kenduruan 

  
Ds. Candibinangun 



  
Ds. Lecari 

  
Ds. Kalirejo 

  
Ds. Dukuhsari 

  
Ds. Sebandung 

  
Ds. Karangsono 

  
Ds. Sukorejo 

  
Ds. Glagahsari 

  
Ds. Pakukerto 

  
Ds. Lemahbang 

  
Ds. Gunting 

  
Ds. Mojotengah 

  
Ds. Suwayuwo 

  
Ds. Sukorame 

  
Ds. Curahrejo 

  
Ds. Kalirejo 

  
Ds. Ngadimulyo 

  
 

09 PRIGEN Ds. Watuagung 

  
Ds. Jatiarjo 



  
Ds. Dayurejo 

  
Ds. Sukolilo 

  
Ds. Bulukandang 

  
Ds. Ketangireng 

  
Ds. Candiwates 

  
Ds. Gambiran 

  
Ds. Lumbangrejo 

  
Ds. Pecalukan 

  
Ds. Ledug 

  
Kel. Prigen 

  
Ds. Sekarjoho 

  
Ds. Sukoreno 

  
 

10 PANDAAN Ds. Banjarkejen 

  
Ds. Banjarsari 

  
Ds. Tunggulwulung 

  
Ds. Nogosari 

  
Ds. Kebonwaris 

  
Kel. Kutorejo 



  
Kel. Pandaan 

  
Kel. Petungasri 

  
Ds. Sumberejo 

  
Ds. Tawangrejo 

  
Ds. Kemirisewu 

  
Ds. Jogosari 

  
Ds. Karangjati 

  
Ds. Wedoro 

  
Ds. Sebani 

  
Ds. Durensewu 

  
Ds. Sumbergedang 

  
Ds. Plintahan  

  
 

11 GEMPOL Ds. Kejapanan 

  
Ds. Legok 

  
Ds. Winong 

  
Ds. Carat 

  
Ds. Karangrejo 



  
Ds. Bulusari 

  
Ds. Ngerong 

  
Ds. Randupitu 

  
Ds. Kepulungan 

  
Ds. Sumbersuko 

  
Ds. Jeruk purut 

  
Ds. Watukosek 

  
Ds. Wonosari 

  
Ds. Wonosuryo 

  
Ds. Gempol 

  
Ds. Sumbersuko  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Daftar Ketua Pengadilan Agama Bangil 

NO. NAMA TAHUN 

1. KH.  Romli 1950 – 1952 

2. KH. Moh. Zaini 1952 – 1959 

3. KH. Noor Aziz 1959 – 1965 

4. K. Drs. Ridwan Rasmani 1965 – 1977 

5. Drs. Moh. Djazuli, SH. 1977 – 1981 

6. Drs. H. Imron AM. 1981 – 1992 

7. Drs. Asy’ari Sekti 1992 – 1999 

8. Drs. H. Soedarsono, SH. MH. 1999 – 2002 

9. Drs. Syamsuri, SH. 2002 – 2004 

10. H. Moch. Tha’if SH. 2004 – 2006 

11. Drs. H. Solihun, SH. 2006 d  Sekarang 
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